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28 September 2018 petang, gempabumi
berkekuatan 7,4 menimpa Lembah Palu.
Gempa memicu tsunami di Teluk Palu,
likuefaksi tanah masif dan tanah longsor di
beberapa lokasi.

Peristiwa-peristiwa alam itu menimbulkan
korban tidak sedikit. Ribuan jiawa mening-
gal dunia. Puluhan ribu kepala keluarga
menjadi pengungsi hingga saat ini. Kerusa-
kan dan kerugian material tidak sedikit.
Rumah-rumah penduduk, gedung-gedung
sekolah dan kesehatan, dan aneka infra-
struktur mengalami kerusakan atau hilang
sama sekali.

Setahun setelah bencana masith mening-
galkan banyak masalah. Penangangan
penyintas yang buruk dan proyek-proyek
rekonstruksi yang didanai pinjaman luar
negeri di antara masalah itu.

Seputar Rakyat nomor ini menyoroti berb-
agai masalah itu.

Selamat membaca!

Daftar Isi

ii Pengantar Redaksi

Laporan Utama
Malapetaka 28 September 2018

Karut Marut Penanganan Bencana
Riwayat Gempabumi di Sesar Palu-Koro
Kaum Tani Paska Bencana
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MALAPETAKA 28 SEPTEMBER 2018

Pusat Gempabumi 28 September 2018 (BMKG 2018)

28 September 2018 petang,
gempabumi dahsyat menimpa
lembah. Getaran keras juga terasa
di Kabupaten Parigi Moutong dan
sebagian Kabupaten Poso. Badan
Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) bilang gempa
itu berkekuatan 7,7, kemudian
meralatnya menjadi 7,4. Sumber
gempa 26 km dari Utara Donggala,
dengan kedalaman 10 km. Sumber
lain, United State Geological
Survey (USGS) sebut gempa itu
berkekuatan 7,5 dan berpusat
sekitar 70 km dari Utara Kota

Palu di kedalaman 20 km.

Gempa itu memicu peristi-
wa-peristiwa alam lain yang
dahyat. Tsunami menerjang
Teluk Palu. Likuefaksi tanah
masif terjadi di Kelurahan
Balaroa dan Kelurahan Petobo
di Kota Palu dan Desa Joneoge
dan Desa Sibalaya Selatan di
Kabupaten Sigi. Terjadi down-
lift dan tanah longsor di sejum-
lah lokasi.

Efektnya, warga di Lembah
Palu dan sekitarnya (Kota Palu,

Kabupaten Sigi, dan Kabupaten
Donggala), berkisar 900 ribu
jiwa, mengalami penderitaan
paling dramatis. Tidak ada
angka pasti, tetapi ribuan orang
meninggal dunia dan hilang
menurut data resmi pemerintah
(lihat TABEL 1). Banyak korban
meninggal tidak teridentifikasi
dan dikuburkan secara massal.
Terutama di lokasi-lokasi likue-
faksi,  diperkirakan = masih
banyak korban tidak terevakuasi
dan terkubur begitu saja.
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TABEL 1: Korban Jiwa Becana 28 September 2018

Korban Jiwa
Kabupaten/Kota Meninggal Hilang Dikubur Massal Total
Palu 2.608 570 1.016 4.194
Sigi 289 116 0 405
Donggala 212 19 0 231
Parigi Moutong 15 0 0 15
Total 3.124 705 1.016 4.845

Sumber: Gubernur Sulteng (2019)

Apalagi, sejak 12 Oktober 2018,
pemerintah secara resmi mengh-
entikan aktivitas evakuasi. Yang
tersisa adalah  kisah pilu.
Anak-anak, terutama di bawah
umur, kehilangan orang tua.
Atau sebaliknya. Isteri kehilan-
gan suami atau sebaliknya ber-
sama-sama anak-anak mereka.
Banyak mengalami cacat fisik
seumur hidup, di antaranya
adalah anak-anak dan peremp-
uan.

Peristiwa September 2018
mengakibatkan ~ pengungsian
penduduk besar-besaran.
Hari-hari pertama terjadi arus
besar penduduk mengungsi ke
luar Lembah Palu. Kendati
sebagian besar tidak kehilangan
rumah, merecka memilih berta-
han hidup di tenda-tenda darurat
pengungsian di halaman-hala-
man rumah, perkantoran dan
tempat ibadah, selain lapan-
gan-lapangan  olahraga dan
taman-taman publik. Terjadinya
gempabumi-gempabumi  susu-
lan dan penyebaran kabar
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bohong membuat warga takut
tinggal di dalam rumah. Tercatat
puluhan ribu kepala keluarga
dan hampir 200 ribu jiwa telah
menjadi  pengungsi  (lihat
CHART 1).

Peristiwa-peristiwa alam ini
menimbulkan kerusakan harta
benda tidak sedikit. Data resmi
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah menunjukkan kerusakan
menimpa rumah-rumah warga
(lihat CHART 2). Kerusakan
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telah gempabumi 28 September 2018 (Kredit foto, Antara/Reuters)

terbanyak terjadi di Kota Palu,
yakni, 55.102 unit rumah dan
6.504 di antaranya tercatat
sebagai rumah hilang. Kemudi-
an menyusul Kabupaten Sigi
28.152, Kabupaten Donggala
21.378, dan Parigi Moutong
5.582. Kerusakan juga terjadi
dengan fasilitas-fasilitas sosial,
gedung-gedung pemerintah dan
komersial (hotel, mall, gerai).
Data resmi juga menunjukkan
kerusakan dialami 325 fasilitas




CHART 1. Jumlah Pengungsi Berdasarkan KK dan
Jiwa Menurut Sebaran Wilayah

mKK = Jiwa
93187
40738 36346
29867
11165 11478
. ] 662 2728
Palu Sigi Donggala Parigi Moutong

Sumber: Gubernur Sulteng (2019)

kesehatan, 283 unit rumah
ibadah, 1.299 wunit sekolah.

Aneka infrastruktur juga
mengalami kerusakan. Setelah
28 September 2018, jaringan
listrik dan jaringan komunikasi
terputus berhari-hari. Sistem
jaringan air bersih Perusahaan
Daerah Air Minum mengalami
kerusakan parah. Kerusakan
serius terjadi di Bandara Udara
Mutiara Sis Al Jufri Palu.
Menara Air Traffic Control
rubuh. Landasan pacu rusak
sekitar 400 meter dari panjang
2.400 meter. Sebagian bangunan
terminal mengalami kerusakan.
Akibatnya, bandara itu tertutup
untuk penerbangan komersial
secara normal selama beberapa
minggu. BNBP (2018) mencatat
169 titik keretakan jalan dan 7
jembatan rusak. Di antaranya
adalah  Jembatan =~ Empat.

Menurut Geolog dari Universi-
tas Tadulako, Abdullah, jembat-
an yang merupakan ikon Kota
Palu ini rubuh, karena terjadi
downlift di sekitar jembatan itu.
Jaringan Irigasi Gumbasa yang
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sudah berusia puluhan tahun
mengalami kerusakan. Akibatn-
ya, berbulan-bulan setelah ben-
cana ribuan hektar sawah belum
bisa berfungsi.

Kerusakan juga dialami berb-
agai jenis kendaraan darat dan
laut. Sepeda motor, mobil, truck
rusak dihajar tsunami, reruntu-
han bangunan, dan lumpur.
Kapal-kapal diseret oleh gelom-
bang ke darat. Di antaranya
adalah Kapal Motor Sabuk Nu-
santara 39 yang terseret sekitar
70 meter dari Pelabuhan Wani
dan menghantam rumah warga.
Di Pangkalan Angkatan Laut di
Watusampu Palu, Kapal Angka-
tan Laut Andau dan Kapal Ang-
katan Laut Pulau Pasoso terseret
dan kandas di daratan. Kendati
tidak ada kapal selam yang
sedang berlabuh di sana saat

Kuburan massal korban bencana 28 September 2018 di Pekuburan Umum Poboya, Palu
(Kredit foto, Reuters)
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Tangisan seorang ibu ketika bertemu kembali dengan anaknya yang hilang 7 hari setelah gempa dan tsunami (Kredit Foto, AFP)

kejadian, tetapi shelter kapal
selam di Lanal tersebut dikabar- CHART 2. Jumlah Kerusakan Rumah
kan mengalami abrasi. Di luar
itu, tsunami  menyebabkan
kapal-kapal dan perahu-perahu
nelayan rusak atau hilang sama
sekali.

Nilai kerusakan akibat benca-
na tersebut tidak sedikit. Sebuah
penilaian pendahuluan yang
dilakukan Bank Dunia sesaat
setelah bencana menyebut total
kemsakan' ekonomi men?a}pal Rusak Rusak Rusak Berat Hilang
USDS500 juta atau IDRS triliun. Ringan Sedang
Angka itu meliputi nilai

Sumber: Gubernur Sulteng (2019)
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CHART 3. Nilai Kerusakan dan Kerugian
Menurut Kabupaten Kota (dalam miliar rupiah)

Parigi Moutong

Donggala

Sigi

Palu

1697

4413

1063

6982

Sumber: Gubernur Sulteng (2019)

kerusakan di sektor perumahan
USD180 juta atau IDR2,7 trili-
un, gedung komersial/industrial
USD18S5 juta atau IDR2,82 trili-
un, dan infrastruktur USD165
juta atau IDR2,5 triliun. Di
kemudian  hari, pemerintah
provinsi  Sulawesi  Tengah
menyebut total nilai kerusakan
IDR19,3 triliun dan nilai keru-
gian IDR4,8 triliun (lihat
CHART 3).

Buruk mitigasi prabencana
menyebabkan banyak jatuh

korban jiwa dan kerusakan/k-
erugian  besar. Pertumbuhan
kota yang tidak terkontrolteruta-
ma ke wilayah-wilayah yang
rentan secara geologi menim-
bulkan marabahaya bagi warga.
Tidak ada atau tidak berfungsi
sistem peringatan dini dan
sistem evakuasi menyebabkan
korban jiwa tidak sedikit di
Teluk Palu. Korban jiwa juga
banyak terjadi di kawasan per-
mukiman dengan struktur tanah
yang tidak stabil. Likuefaksi

tanah di Kelurahan Balaroa dan
Kelurahan Petobo di Kota Palu
dan di Desa Joneoge Kabupaten
Sigi menguburkan ribuan nyawa
dan harta benda mereka. Terakh-
ir, bangunan-bangunan rumabh,-
fasilitas umum dan gedung-ge-
dung pemerintah dan komersial
yang dibangun tanpa standar
tahan gempa menjadi sumber
horor. Getaran gempabumi mer-
ubuhkan  bangunan-bangunan
dan memakan korban jiwa
(Tim Redaksi).

RYL.KYAT
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KARUT MARUT PENANGANAN BENCANA

Aparat kemanan di sebuah SPBU Palu (Kredit foto, Antara)

Hari-hari pertama bencana
wilayah terdampak menjadi
kaotik. Aliran listrik dan jarin-
gan  telekomunikasi  putus.
Warga panik. Mereka mengung-
si ke sejumlah tempat terbuka,
seperti lapangan walikota dan
Bandar Udara Mutiara SIS
Al-Jufrie. Beberapa minggu
mereka tidur berhimpitan di ten-
da-tenda darurat. Yang lain
memilih  tinggal di hala-
man-halaman rumah sendiri.
Sebagian mengungsi ke luar
kota.

Gubernur Sulawesi Tengah,
Longki Djanggola, menetapkan

RY.KYAT
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masa tanggap darurat selama 14
hari, sejak 28 September 2018.
Sehingga, pemerintah dapat
mengerahkan personil, dana,
dan logistik untuk bantuan daru-
rat. Longki sendiri, tidak sedang
berada di Palu, ketika gempabu-
mi, tsunami, dan likuefaksi
terjadi.

Tetapi, kehadiran pemerinta-
han sipil minim. Bencana
dahsyat membuat aparat pemer-
intah daerah tidak berdaya.
Sudah begitu, pemerintah pusat
tidak cepat mengambil-alih
penanggulangan bencana. Mis-
alnya, dengan menetapkan

o Bt |
| FAELE :ﬁ a

peristiwa di wilayah ini sebagai
bencana nasional. Pemerintah
pusat  tidak  melakukannya,
karena menganggap pemerintah
daerah di Sulawesi Tengah
masih berfungsi. Tidak seperti
bencana Aceh 2004.

Seperti dikutip Kompas
(30/9/2018), Wakil Presiden
Jusuf Kalla bilang "Kalau
ditetapkan bencana nasional itu
salah satu sebabnya kayak di
Aceh kalau pemerintahnya
lumpuh. D1 sana (Palu) guber-
nur masih ada, bupati masih ada,
(pemerintahan) masih jalan".
Terutama di Kota Palu, wilayah



TABEL 1. Bantuan Internasional Tanggap Darurat Bencana Sulteng (dalam 000)

Nilai Keterangan
ADB $3,000
UN-CERF $15,000 | Disalurkan melalui UNDP, UNFPA,
OCHA, UNICEF, dll
UE €1,500
Inggris €5,600
Belanda €5,000
Denmark €1,500
Jerman €1,500
Anggota-anggota UE lainnya €2,050
Pemerintah AS:
-USAID/OFDA $6,700
-DoD $5,000 | Untuk mobilisasi bantuan
Jepang ¥200,000 | Dari lebih 110 perusahaan
Korea Selatan $1,000
Venezuela $10,000
ICRC CHF4,268 | Untuk 2018
Ornop-ornop UE:
-Consortium 12-12 €3,160 | Belgia
-Aktion Deutschland hilft €7,700 | Jerman
-Dutch crowdfunding campaign €15,000 | Belanda
-Disasters Emergency €17,000 | Inggris
Committee appeal

Sumber: Anto Sangadji (2019)

paling terdampak, ketidak had-
iran pucuk pimpinan pemerinta-
han sipil paling terasa. Di hari
awal bencana, menurut Tempo
Walikota Palu dan wakilnya
tidak tampak setelah gempa.
Empat hari pertama, mereka
tidak  melakukan  kordinasi
dengan bawahannya. Bahkan,
ketika Presiden dan Wakil Presi-
den datang ke Palu dan mem-
impin rapat kordinasi penanggu-
langan bencana, keduanya juga
tidak hadir. Hidayat berkelit.
Dia mengklaim sudah melaku-
kan kordinasi dengan bawahan-
nya. Dan tidak hadir dalam rapat
koordinasi karena sedang men-
gurusi logistik (Tempo,
14/10/2018).

Kemarahan warga ke Walikota
Palu sedang meninggi. Di
beberapa sudut kota muncul
graffitt  menyerangnya.  Di
antaranya, ‘“Turunkan Walikota
Palu Hidayat”.

Ketidak-jelasan kehadiran
pemerintah membuat warga ber-
tindak sendiri-sendiri. Mereka
menyerbu gerai-gerai toko swa-
layan dan gudang-gudang bahan
kebutuhan pokok, Mereka mem-
bawa pulang berbagai jenis
barang, dari makanan hingga
popok bayi. Warga juga menda-
tangi stasion-stasion pengisian
bahan bakar umum (SPBU).
Mereka menyedot sendiri bahan
bakar.

Yang relatif menonjol adalah
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aparat keamanan. Ini setelah
Panglima Komando Daerah
Militer XIII/Merdeka, Mayor
Jendral Tiopan Aritonang ditun-
juk menjadi Komandan Koman-
do Tugas Gabungan Paduan
Penanggulangan Bencana di
Sulawesi Tengah. Selain mel-
akukan evakuasi korban, aparat
keamanan juga berjaga-jaga di
beberapa gerai toko swalayan.
Ketika SPBU dioperasikan
kembali, aparat keamanan men-
gawasi antrian panjang warga
dengan jerigen di tangan, sepeda
motor dan kendaraan roda
empat.

Bala bantuan sukarela datang
dari berbagai penjuru tanah air.

Kendati  akses transportasi
sangat terbatas, ratusan, kalau
bukan ribuan, relawan

memasuki wilayah terdampak.
Mereka terlibat dalam evakuasi
korban, pelayanan kesehatan,
dan penyaluran kebutuhan dasar
pengungsi.

Bantuan darurat internasional
juga mengalir. Baik dari berb-
agai pemerintah, lembaga-lem-
baga multilateral, dan berbagai
organisasi nonpemerintah. Nilai
mencapai sekitar $100 juta (lihat
TABEL 1).

Tidak kalah hebat adalah PT
Perusahaan  Listrik  Negara
(PLN). Perusahaan milik negara
ini mengerahkan lebih dari 1000
pekerjanya dari seluruh Indone-
sia. Tugas mereka adalah mem-
perbaiki  kerusakan jaringan

RYL.KYAT
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Pekerja PLN memulihkan jaringan listrik paskabencana di Palu (Kredit foto, Detik.com

jaringan listrik. 2 Oktober 2018,
30% PLN sudah berhasil memu-
lihkan kelistrikan di Kota Palu.
Di akhir minggu pertama Okto-
ber, seperti ditulis CNBC Indo-
nesia (8 Oktober 2018), seban-
yak 45 penyulang listrik serta
tuyjuh Gardu Induk PLN telah
pulih 100% pasca rusak akibat
gempa yang mengguncang
Donggala, Palu dan Sigi.
Pemerintah memperpanjang
masa tanggap darurat. Karena

RY.KYAT
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penanganan berbagai masalah
kepengungsian di  lapangan
yang tidak tuntas. Perpanjangan
selama 14 hari, berlaku dari 12
Oktober hingga 26 Oktober
2018.

Setelah masa tanggap darurat
berakhir, Gubernur Sulteng me-
netapkan “masa transisi darurat”
selama 60 hari mulai 27 Oktober
2018 dan berakhir 25 Desember
2018. Masa transisi kemudian
diperpanjang hingga 23 Februari

2019 dan diperpanjang lagi
hingga 24 April 2019.

Berbagai masalah menjadi
pertimbangan perpanjangan
yang berulang. Paling utama
adalah soal data terkait jumlah
korban dan pengungsi, jumlah
kerusakan rumah. Berbulan-bu-
lan data tidak pernah jelas.
Padahal penting untuk penyalu-
ran santunan, bantuan, pemberi-
an dana stimulan, dan hunian
sementara. Proses verifikasi



data tidak pernah tuntas hingga
6 bulan setelah bencana.

Tidak heran, Wakil Presiden
Jusuf Kalla marah. Dalam
sebuah rapat di kantor wakil
kepresidenan, Jusuf Kalla mene-
gur Gubernur Sulawesi Tengah,
Longki Djanggola, soal data
yang tidak pernah tuntas terse-
but.

"Pak Wapres tegur saya kok
selalu verifikasi. Jadi Pak Doni
(Monardo) bukan tidak percaya,
tapi beliau lebih yakin kalau itu
diverifikasi kembali dengan data
yang sudah ada. Beliau (Doni
Monardo) bahkan ada
satgas-satgasnya, ada tiga kolo-
nel ditempatkan di sana untuk
membantu asesmen dan veri-
fikasi," ungkap Longki seperti
dikutip Antara (12 April 2019).

Masa transisi darurat berakh-
ir. Sejak 25 April 2019, dimulai
masa pemulihan dan rehabilitasi
dan rekonstruksi. Masalah tidak
selesai. Lima bulan setelah masa
transisi darurat berakhir, masih
banyak korban yang belum
dapat hunian. Mayoritas warga
belum dapat haknya. Tidak
heran, aksi-aksi protes penyintas
terjadi berulang kali.

Sekretaris Jenderal Pasigala
Center, sebuah koalisi masyar-
akat sipil, Chadafi Badjerai
menyebut data korban kerap
tidak valid. Dia mencontohkan
data kelurahan Palupi di Kota
Palu. Ada 2.160 kepala keluarga
yang terdampak bencana. Lalu

ada rumah 1.160 kepala keluar-
ga yang tergolong rumah rusak,
tapi yang terima jaminan hidup
hanya 4 kepala keluarga.
Menurutnya, data yang tervali-
dasi oleh pemerintah kota hanya
4 dari data 31 kepala keluarga
yang masuk.

Adriansa Manu, kordinator
Sulteng Bergerak, juga menud-
ing ketidak becusan pemerintah
dalam pengurusan data.

“Kami banyak sekali mene-
mukan data korban penerima
stimulan, tidak sesuai dengan
fakta di lapangan. Ada yang
rumahnya rusak berat, tetapi
tidak masuk penerima stimulan,
ada juga yang rumahnya tidak
rusak, tapi namanya masuk
sebagai penerima stimulan,

dengan kategori rusak berat.
Demikian pula daftar penerima
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jadup, sampai saat ini masih
banyak korban yang tidak
masuk sebagai penerima jadup,
padahal pendataan sudah beru-
lang-ulang kali dilakukan,” tutur
Adriansa kepada Mercusuar (15
Oktober 2019).

Data resmi Pemerintah
Provinsi ~ Sulawesi  Tengah
menyebut, hingga November
2019, puluhan miliar rupiah
sudah disalurkan kepada peny-
intas dan ahli waris. Jenisnya
dalam bentuk jaminan hidup dan
santunan duka. Nilainya secara
total lebih dari IDR100 milyar
(lihat TABEL 2). Pemerintah
mengklaim di Kota Palu, 39.439
jiwa sudah menerima jaminan
hidup dan 2.484 jiwa sudah
memperoleh santunan duka; di
Kabupaten Sigi 69.588
jiwa sudah mememperoleh

RYL.KYAT
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TABEL 2. Realisasi Penyaluran Jaminan Hidup dan

Santunan Duka (dalam IDR 000).

Kabupaten/Kota Jaminan Hidup Santunan Duka

Palu 23.663. 400 37.260. 000
Sigi 41 .752. 800 6.945. 000
Donggala 5.580. 000 4.545. 000
Parigi Moutong - 240. 000

Sumber: Gubernur Sulteng (2019)

jaminan hidup dan santunan
duka sudah disalurkan untuk
463 jiwa; di Kabupaten Dongga-
la, 9.300 jiwa sudah menerima
jaminan hidup dan santunan
duka untuk 303 jiwa; dan di
Kabupaten Parigi Moutong,
uang santunan duka sudah
disalurkan untuk 16 jiwa. Tidak
ada dana jaminan hidup di
Parigi Moutong. Karena tidak
ada pembangunan huntara di
sana.

Untuk menampung penyintas
yang kehilangan rumah tinggal,
pemerintah  pusat  melalui
Kementerian PUPR memban-
gun 699 unit hunian sementara.
Di luar itu, ada 57 lembaga atau
organisasi juga membangun
hunian sementara. Konstruksi
hunian sementara Kementerian
PUPR menggunakan model
knockdown berukuran 12 x 26,4
meter. Setiap unit terdiri dari 12
bilik. Dengan demikian terdapat
8.388 bilik. Setiap unit dileng-
kapi dengan empat toilet, empat
kamar mandi, septic tank, dapur
serta listrik berdaya 450 watt.
Setiap kepala keluarga akan me-
nempati setiap bilik. Biaya

RY.KYAT
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pembangunan huntara per unit
mencapai IDR500 juta. Total
anggaran dengan demikian men-
capai IDR 349,5 miliar.

Tetapi banyak masalah
muncul. Warga  mengeluh
karena hunian tidak sesuai hara-
pan. Dari soal bilik yang sempit,
jauh dari tempat tinggal semula
dan tempat kerja, hingga masa-
lah air bersih yang kadang
macet berhari-hari.

Begitu kacau balau, sehing-
ga, di Kota Palu, setahun setelah
bencana, masih ada 500 bilik
hunian sementara tanpa peng-
huni. Anehnya, ada warga yang
diusir dari hunian sementara
karena mereka dianggap bukan
warga Palu. Kendati pada saat
bencana mereka bekerja dan
mengontrak tempat tinggal di
Palu. Lebih perih lagi, ribuan
jiwa masih tinggal di tenda-ten-
da darurat.

Sejak akhir 2018, pembangu-
nan hunian sementara yang
asal-asalan sudah tercium. Di
Desa Lende, Kecamatan Sirenja
Kabupaten Donggala, Hunian
Sementara yang dibangun PT
Nindya Karya sudah terkenai

rob sebelum dihuni warga. Mu-
hammad Masykur, anggota
DPRD Sulawesi ~ Tengah
(2014-2019), mengecam. "Kita
sangat sayangkan model pem-
bangunan huntara seperti ini.
Sepertinya dibangun karena
sedang kejar tayang. Tidak ada
survey dan pertimbangan kon-
disi lapangan," katanya kepada
Antara (Gatra, 24 Desember
2018).

Sikola Mombine, organisasi
nonpemerintah yang mengadvo-
kasi isu perempuan dan anak,
mengkritisi hunian sementara
yang dilakukan oleh pemerin-
tah. Problemnya, hunian tidak
menyediakan sekat bagi orang
tua dan anak. Padahal, sekat
diperlukan orang tua untuk mel-
akukan aktivitas seksualnya
tanpa terlihat anak. Belum lagi
penempatan WC yang berada di
sudut, kurang penerangan dan
tanpa memisahkan perempuan
dan laki-laki.

Studi Sikola Mombine meny-
impulkan bahwa “pembangunan
huntara yang tidak respon
gender ini mengasilkan problem
turunan seperti. Anak terpapar
pornoaksi, meningkatnya KDRT
akibat suami tidak dapat mel-
akukan hubungan seksual, dan
pengintipan dan pelecehan sek-
sual pada perempuan dan anak
di kamar mandi.”

Pembangunan hunian semen-
tara juga menyimpan soal
lain. Pertengahan Mei 2019,



di Kelurahan Mamboro Keca-
matan Palu Utara, Kota Palu
karyawan CV Livbar Perkasa
yang membangun 3 unit hunian
sementara di sana menyegel
hunian itu. Padahal ada penyin-
tas yang menghuninya. Kepada
Richard Labiro dari Seputar
Rakyat, Hamsiah mengakui
panik, tiba-tiba petugas dari
perusahaan menyegel hunian
sementara mereka. Penyintas
korban tsunami di Mamboro ini
khawatir mereka akan diusir
dari hunian sementara itu. Tern-
yata tidak. Penyegelan hanya
aksi protes dari perusahaan sub-
kontraktor kepada kontraktor
utama proyek hunian itu. Per-
karanya, sebagian dana proyek
pembangunan senilai IDR 1,3
miliar belum dibayar oleh kon-
traktor utama.

Dalam tahap rekonstruksi,
warga yang terkenai dampak
akan memperoleh hunian tetap.
Selain oleh pemerintah, pem-
bangunan hunian tetap juga
dilakukan oleh beberapa lemba-
ga nonpemerintah. Rencananya,
terdapat 11.788 wunit hunian
tetap yang akan dibangun di
sejumlah lokasi, di kota Palu,
Kabupaten Sigi, dan Kabupaten
Donggala. Hunian tetap dipe-
runtukkan bagi para penyintas
bencana yang direlokasi dari
tempat tinggal mereka yang
terkena likuefaksi dan tsunami.

Rencana relokasi menyimpan
banyak masalah. Penetapan

Aksi Penyintas di Palu (Foto, Istimewa)

zona rawan bencana (ZRB)
dilakukan tanpa  sosialisasi.
Belum ada juga payung hukum.
Padahal di sana terdapat hak
keperdataan  ribuan  warga.
Tidak jelas soal ganti rugi terh-
adap warga yang kehilangan hak
kebendaan dan keperdataan itu.
Banyak fihak menolak skema
relokasi.“Tidak boleh ada relo-
kasi tanpa dialog yang partisipa-
tif. Itu melanggar undang-un-
dang kebencanaan”, begitu
bunyi pernyataan pers Pasigala
Center, Februari lalu.

Di balik bencana, selalu ada
yang cari untung. Itu juga terjadi
di Sulawesi Tengah. Ini teruta-
ma terkait penanganan tanggap
darurat proyek sistem penye-
diaan air minum (SPAM) senilai
IDR 16,4 miliar di Kabupaten
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Donggala. Awal Agustus 2019,
majelis  hakim  Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi menjatu-
hi vonis penjara kepada sejum-
lah pejabat di Kementerian Pek-
erjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) terkait proyek
itu (CNN Indonesia, 7/8/2019).

Bencana dan bisnis seperti
dua sisi dari sekeping koin.
Rekonstruksi paskabencana
adalah bisnis besar. Paskabenca-
na Sulawesi Tengah,
proyek-proyek raksasa infra-
struktur sudah disiapkan. Um-
umnya dibiayai dana pinjaman
luar negeri. Rincian
proyek-proyek sudah keluar
dalam Buku Hijau Bappenas
2019. Buku yang lazim memuat
proyek-proyek nasional bersum-
ber pinjaman asing.  Bank
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Dunia, Bank Pembangunan
Asia, dan JICA (Japan Interna-
tional Corporation Agency)
telah siap meminjam uang untuk
berbagai proyek rekonstruksi di
tiga wilayah terdampak di
Sulawesi Tengah (lihat CHART
1). Total nilai pinjaman menca-
pai $801,9 juta atau Rp11,1 trili-
un. Proyek-proyek tersebut
meliputi pembangunan kembali
jaringan irigasi gumbasa, jarin-
gan air bersih, ruas-ruas jalan
dan jembatan, rumah sakit,
hunian tetap dan pembangunan
tanggul tsunami. Durasi
proyek-proyek tersebut antara 1
hingga 3 tahun.

Proyek yang sudah mulai
adalah pembangunan tanggul
tsunami. 24 November 2019,
seremoni dilakukan di Kelura-
han Silae, Kota Palu. Hadir Gu-
bernur Sulawesi Tengah Longki
Djanggola dan Wakil Menteri
PUPR, Jhon Wempi Wetipo.
Tanggul sepanjang 7,2 kilome-
ter itu diberi nama Tanggul Laut
Silebeta. Nama itu merupakan
akronim nama empat kelurahan
yang dilintasi tanggul, mas-
ing-masing Silae, Lere, Besusu
Barat, dan Talise. Nilai proyekn-
ya IDR250 miliar, berasal dari
pinjaman JICA.

Sejak awal, pembangunan
tanggul sudah ditentang. Maret
lalu, Pasigala Center menolak
proyek ini. Koalisi organisasi
masyarakat sipil tersebut lebih
memilih pengembangan hutan
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Bank Dunia

Bank Pembangunan Asia

JICA

CHART 4. Sumber dan Nilai Pinjaman
Proyek-proyek Rekonstruksi Paskabencana
(dalam $000)

B
B ;

247791

Sumber: Bappenas (2019)

mangrove, bukan tanggul raksa-
sa. Caranya, “kawasan pesisir
pantai harus diubah paradig-
manya dari pusat kawasan
komersial berbasis jasa dan
parawisata, menjadi ekowisata
berbasis hutan konservasi man-
grove”, tutur Andika, Sekjen
Pasigala Center saat itu.

Andika ragu proyek JICA
terkait ~ mitigasi  bencana.
“Mereka  terkesan  datang
untuk mempromosikan produk
teknikal memboncengi skema
dana hutang. Saya tidak percaya
sepenuhnya bahwa itu untuk
mengurangi risiko bencana”,
tuturnya.

Rehabilitasi dan rekonstruksi
sudah dimulai. Tetapi, pemerin-
tah belum merevisi rencana tata
ruang wilayah (RTRW). Dari
sisi mitigasi bencana, revisi
RTRW menjadi syarat demi
rehabilitasi dan rekonstruksi-
yang tahan bencana. Karena,
RTRW mengatur di mana boleh
atau tidak boleh membangun
apa. Padahal, kerusakan-kerusa-
kan dahsyat dan mematikan, 28
September 2018, terjadi karena
RTRW disusun tanpa mitigasi
bencana. Keledai memang suka
terperosok ke lubang yang sama
(Tim Redaksi).
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RIWAYAT GEMPABUMI DI SESAR PALU-KORO

Sulawesi Tengah, terutama
Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan
Kabupaten Donggala (Pasigala)
adalah wilayah yang rentan terh-
adap peristiwa-peristiwa seis-
mik. Daerah-daerah itu terletak
di zona aktif seismik. Umum
mengenal sebagai sesar
Palu-Koro atau Fossa Sarasina.
Sesar aktif ini melintas sekitar
200 kilometer dari Teluk Palu di
bagian Utara Barat Laut mem-
belah Kota Palu menuju ke
Lembah Leboni ke bagian Sela-
tan Barat Daya. Bukti patahan
aktif ditandai adanya pusat-pu-
sat gempa dan sebaran mata air
panas sepanjang garis sesar itu.

Gempabumi-gempabumi
besar kemungkinan selalu terja-
di. Rekaman sejarah seismik
menunjukkan gempabumi-gem-
pabumi keras telah berulang
terjadi di wilayah tersebut dalam
100 tahun terakhir (lihat TABEL
1). Beberapa peristiwa kegem-
paan di sesar Palu-Koro, sebe-
lum bencana 28 September
2018, menimbulkan daya rusak
besar.

Daryono, dari BMKG, (2011)
menerangkan beberapa bencana
setelah gempabumi di wilayah
ini. 1 Desember 1927, terjadi
gempabumi bersumber di teluk
Palu. Peristiwa ini mengakibat-
kan  kerusakan parah di
Kota Palu, Biromaru dan seki-
tarnya. Gempabumi ini memicu
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main-active-fault-structures-of-the-Sulawesi-region_figl 301667809).

tsunami di Teluk Palu. Tinggi
gelombang tsunami mencapai
15 meter. Banyak bangunan
rumah di kawasan pantai men-
galami kerusakan parah. Peristi-
wa alam ini menyebabkan 14
orang meninggal dunia dan
50 orang luka-luka. Tsunami

menimbulkan kerusakan di pela-
buhan. Tangga dermaga Pelabu-
han Talise hanyut diterjang
tsunami. Dikabarkan, dasar laut
setempat mengalami penurunan
12 meter. 20 Mei 1938, gempa-
bumi dan tsunami terjadi di
Parigi. Getaran gempa dirasakan
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Midden-Celebes Expeditie, E.C. Abendanon (sumber: www.boekwinkeltjes.nl)a

TABEL 1. Rekaman Sejarah Gempabumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah

:
:
:
:

Tahun | Tanggal Pukul Latitud Longitud | Kedalaman | Magnitudo Tinggi
(derajat) (derajat) (km) gelombang
(meter)

1905 22-1 09.43 1,0 U 123,0T 90 8,4
1909 18-3 06.53 2,0U 121,0 T Dangkal 7,1
1927 01-12 0,7 S 119,7T 6,3 15
1938 20-05 03.08 1S 120 T Dangkal 7,6 3
1939 22-12 05.00 0,0 123 T 150 7,9
1941 9-11 07.37 0,5U 122,0T Dangkal 7,3
1968 14-08 02U 1198 T 7,4 10
1996 01-01 16.05 0,83 U 120,01 T 7,7 3,4
2018 28-09 18.02 0,256 U | 119,846 T 10 7,5 11,3

Sumber: Diolah dari Duda (1965); Pelinovsky, et al, (1997); Abdullah (2017); USGS (2018).
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Setelah Gempabumi dan Tsunami di Pantai Talise, Palu 28 September 2018 (Dok. YTM)

hampir seluruh Sulawesi dan
Bagian  timur  Kalimatan.
Kerusakan paling parah adalah
kawasan Teluk Parigi. Dilapor-
kan 942 unit rumah roboh. Ini
meliputi lebih dari 50 % rumah
di sana. 184 rumah lain rusak
ringan. Di Teluk Parigi, dilapor-
kan 16 orang tewas tenggelam.
Di Ampibabo, satu orang tewas
tersapu gelombang tsunami.
Dermaga  Pelabuhan  Parigi
hanyut. Menara suar penjaga
pantai rusak berat. Gelombang
tsunami menghanyutkan banyak
binatang ternak dan pohon

kelapa. Beberapa ruas jalan di
Marantale mengalami retak-re-
tak dengan lebar 50 cm disertai
lumpur. Sebuah rumah bergeser
25 meter. Palu mengalami
kerusakan ringan. Di Poso dan
Tinombo dirasakan getaran
sangat kuat, tetapi tidak menim-
bulkan kerusakan.

14 Agustus 1968, gempabumi
dan tsunami terjadi di Tambu,
pantai barat Donggala. Gempa-
bumi keras ini bersumber di
lepas pantai barat laut Sulawesi.
Akibat gempabumi, di Teluk
Tambu, antara Tambu dan

Sabang, terjadi air surut sekitar
3 meter. Kemudian gelombang
tsunami menghempas. Terjadi
longsoran di beberapa tebing
dan retakan tanah disertai mun-
culnya pancaran air panas.
Kerusakan paling parah terjadi
di Mapaga. Di sana, 160 orang
meninggal dunia, 40 orang
hilang, dan 58 orang luka parah.

Beberapa peristiwa gempabu-
mi keras lain terjadi dalam 25
tahun terakhir. 1 Januari 1996,
gempa mengakibatkan tsunami
di pantai barat Kabupaten Dong-
gala dan Toli-Toli. Peristiwa ini

RYL.KYAT
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menyebabkan sembilan orang
tewas dan bangunan rusak
parah. 24 Januari 2005, gempa
dengan kekuatan 6,2 SR, dengan
episenter 16 kilometer arah
tenggara Kota Palu. Gempa ini
menyebabkan 1 orang mening-
gal dunia dan 100 rumah rusak.
18 Agustus 2012, gempa dengan
6,2 SR di Kabupaten Sigi. Aki-
batnya, 8 orang meninggal
dunia (Tempo.co, 29/9/2018).
Peristiwa-peristiwa gempa-
bumi awal abad lalu sudah
dicatat oleh Eduard Cornelis
Abendanon, seorang insinyur
pertambangan Belanda. Dia
merekam  peristiwa-peristiwa
gempabumi penting yang terjadi
pada 1905 (Bada), 1907 (Kula-
wi, Lindu), dan 1909 (Kulawi,
Gimpu) di sesar Palu-Koro.
Abendanon telah melakukan
penyelidikan geologi di wilayah
di pedalaman wilayah timur
Sulawesi dari 1909 hingga
1910. Da kemudian menulis 4
volume buku ‘Midden-Celebes
Expeditie. Geologische en geog-
raphische doorkruisingen van
Midden-Celebes’ yang diterbit-
kan di Leiden (1915-1988).
Mudrik Rahman Darmono
yang menulis disertasi berjudul
‘Paleoseismologi Tropis Indo-
nesia’ (2016) mencatat ulang
kedahsyatan  gempa  1909:
“Gempa bumi 1909 menghan-
curkan rumah-rumah yang sela-
mat ketika gempa bumi 1907.
Setiap orang yang berdiri

RY.KYAT
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Reruntuhan rumah di sebuah komplek perumahan di Petobo, Palu karena gempabumi
dan likuefaksi (Dok.YTM)

gempa bumi besar terjadi. Buah
kelapa muda dan daun-daunnya
jatuh ke tanah. Gempa bumi ini
memunculkan banyak mata air
panas baru dan menghilangkan
mata air panas yang telah ada
sebelumnya di antara Kulawi
hingga Gimpu”.

Peristiwa gempabumi-gem-
pabumi tua juga sudah diketa-
hui. Dalam disertasinya, ber-
dasarkan hasil uwji paritan,
Mudrik menunjukkan dua persi-
tiwa gempabumi tua yang

diketahui, yakni tahun 1468 dan
tahun 1338. Kedua gempabumi
itu saling berdekatan danmemi-
liki jeda waktu 130 tahun.
Mudrik lantas bilang bahwa,

“besar waktu 130  tahun
ini  mengindikasikan  jarak
siklus gempa bumi terjadi.”

Tetapi, dia menganggap angka
tersebut bersifat kasar. Karena
hanya berbasis pada dua persiti-
wa gempa. Sementara bukti
kejadian gempabumi antara
1468 dan 1909 belum ditemu-
kan (Tim Redaksi).
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KAUM TANI PASKA BENCANA

F

Jaringan Irigasi Gumbasa sebelum bencana 28 September 2918 di Kelurahan Petobo,

Kota Palu (Sumber: Google screenshot).

Kelompok sosial paling
tersiksa karena bencana 28 Sep-
tember 2018 adalah warga yang
rentan secara ekonomi. Tsunami
yang menyapu Teluk Palu teru-
tama menimpa dan menyusah-
kan pedagang sektor informal
dan para nelayan tradisional.
Indikasi nelayan tradisional
paling terdampak bisa dilihat
dari program Food and Agricul-
ture  Organization  (FAO).
Organisasi ini berencana mem-
beri bantuan alat-alat penangka-
pan ikan kepada 20.000. Mereka
kehilangan alat-alat produksi itu
karena gempabumi dan tsunami.

Di darat, kaum tani adalah
korban utama. Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP)
Sulawesi Tengah menyebut
7.000 petani terdampak oleh
rusaknya areal persawahan
seluas 7.356 hektar di Palu, Sigi

dan Donggala akibat gempa
bumi 28 September 2018 (VOA
Indonesia, 11/7/2019).

Tak banyak yang bisa dilaku-
kan kaum tani di Kabupaten Sigi
paska bencana. Mayoritas warga
di sana bergantung pada pertani-
an untuk mata pencaharian

mereka. Banyak desa di kabu-
paten itu mengalami dampak
karena gempa bumi. Tanah
longsor karena getaran gempa-
bumi dan banjir yang terjadi ses-
udahnya telah merusak atau
menggenangi terutama padi,
jagung, dan pembibitan.

Sekitar seminggu setelah
gempabumi, beberapa kecama-
tan di kabupaten itu terisolasi
total karena jalan darat terputus.
Di antaranya empat kecamatan
di dataran tinggi, yakni Lindu,
Kulawi, Kulawi Selatan, dan
Pipikoro. Itu terjadi karena jalan
raya antara Desa Salua, Keca-
matan Gumbasa sampai Desa
Sadaunta, Kecamatan Kulawi
tertimbun longsor akibat gempa.

Gempabumi juga merusak
bendungan dan saluran (primer
dan tersier) Irigasi Gumbasa.

Jaringan Irigasi Gumbasa kering di Kelurahan Petobo paskabencana
28 September 2018 (Dok. YTM)
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Irigasi yang dibangun sejak
1970-an itu mengairi ribuan
hektar sawah di Kabupaten Sigi.
Berbulan-bulan sesudah gempa-
bumi dan likuefaksi, ribuan
petani terutama di Kecamatan
Sigibiromaru, Dolo, Tanambula-
va, dan Gumbasa tidak bisa
mengolah sawah karena tidak
ada lagi pasokan air dari irigasi
itu. Aktivitas pertanian lahan
basah kaum tani yang bergan-
tung pada irigasi itu lumpuh
total. Pemerintah  setempat
mengklaim luas areal sawah
yang rusak mencapai 1.670
hektar.

Para petani tentu masih akan
tersiksa untuk beberapa lama.
Soalnya, pemerintah pusat me-
nargetkan rehabilitasi Irigasi
Gumbasa rampung tahun 2021.
"Untuk tahap satu, Desember
tahun ini [2019] bendungan
Irigasi Gumbasa sudah dapat
mengairi 1.070 ha lahan per-
sawahan. Sementara rehabilitasi
tahap dua mulai awal 2020 dan
berakhir 2021, paling lambat
2022 sudah harus mengairi
7.110 ha sawah," ujar Wakil
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR)
Jhon Wempi Wetipo (Kompas,
25/11/2019).

Dengan likuefaksi tanah masif
terutama terjadi di desa Joneo-
ge, para petani di sana bakal
kehilangan tanah selama-laman-
ya. Menggunakan peta rawan
bencana (PRB), pemerintah
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Dengan likuefaksi tanah
masif terutama terjadi di desa
Joneoge, para petani di sana
bakal kehilangan tanah sela-
ma-lamanya. Menggunakan
peta rawan bencana (PRB),
pemerintah melarang warga
untuk  kembali  menghuni
wilayah yang pernah mereka
tinggali. Gara-gara likuefaksi,
sebagian keluarga petani juga
kehilangan ternak seperti sapi,
babi, dan kambing.

Desa-desa yang jauh dari
pusat pemerintahan Sigi men-

galami keadaan sulit. Desa
Boladangko di  Kecamatan
Kulawi adalah salah satu

contoh. Berjarak lebih 60 kilom-
eter dari Kota Palu, desa ini ber-
sama desa Namo dan desa
Tangkulowi mengalami rusak
parah. Akses ke desa-desa
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tersebut dan desa-desa lain di
sana terputus total karena tanah
longsor menutupi beberapa titik
ruas jalan Palu — Kulawi.
Mobilisasi bantuan ke desa
tersebut menggunakan helikop-
ter milik TNI. Relawan Yayasan
Tanah Merdeka yang
menumpang heli itu untuk
distribusi bantuan menyaksikan
kesulitan penyintas di sana
karena terisolasi berhari-hari.
Warga desa itu benar-benar
tersiksa. Rumah mereka hancur
atau rata dengan tanah akibat
gempa. Desa berpenduduk 526
jiwa (178 kepala keluarga)
tersebut, sejak peristiwa 28 Sep-

tember, mayoritas warganya
menganggur. Tak banyak yang
bisa dilakukan. Mereka

menunggu bantuan yang datang.
Sebagian warga mengumpulkan
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Reruntuhan rumah di Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi (Dok. YTM)
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Longsoran tanah menutupi ruas jalan Salua — Sadaunta paska gempabumi
28 September (Dok. YTM)

sisa-sisa perabot rumah tangga
yang masih bisa dimanfaatkan.

Tidak ada lagi aktivitas perta-
nian di sawah dan ladang.
Semua lahan pertanian nyaris
ditinggalkan begitu saja. Pen-
dapatan ekonomi di bidang per-
tanian hilang seketika. Karena
mayoritas petani memusatkan
perhatian  pada  perbaikan
rumah.

Setelah bencana 28 Septem-
ber, terjadi banjir di aliran
sungai kecil antara Dusun 1 dan
Dusun 3 Boladangko, pertenga-
han April 2019. Dampak kerusa-
kan tidak terlalu parah. Tetapi
banjir berlumpur menggenangi
pemukiman mereka.

Kini sebagian warga Bola-
dangko masih tinggal di hunian
sementara desa Bolapapu, Keca-
matan Kulawi. Itu dilakukan,
karena sebagian warga belum
menerima dana stimulan dari

pemerintah untuk membangun
kembali rumah yang hancur.
Tak sedikit orang memilih
keluar desa untuk mengungsi
dan menghilangkan trauma.
Tidak sedikit pula yang memilih
bertahan di desa, kendati tinggal
di tenda-tenda darurat. Alasann-
ya, tidak ada biaya untuk keluar
desa. Karena semua usaha per-
tanian sulit berkembang.
Berbulan-bulan paskabenca-
na beragam masalah utama dih-
adapt para petani. Produksi
pertanian merosot tajam. Harga
komoditas pertanian anjlog.
Harga kakao perkilo merosot
dari IDR38.000 — IDR40.000
sebelum  bencana  menjadi
hanya  sekitar  IDR20.000.
“Semua harga serba turun,
belum lagi hasil pertanian
kami menurun. Jalan ke
kebun banyak yang longsor,
irigasi persawahan rusak berat,

serta alat-alat produksi ada
yang rusak”, ucap Rudi
Hapeta, Kepala Dusun 3, desa
Boladangko. Akses pasar untuk
hasil pertanian sulit. Sebelum
bencana, pada masa paskapanen,
biasanya para petani menjual
hasil pertanian ke tengkulak.
Para tengkulak kemudian men-
jual kembali ke Palu. Paskaben-
cana, kerusakan jalan membuat
aktivitas perdagangan macet.
Keramaian kendaraan bermotor
roda dua dan mobil dari para
pembeli biji kakao, kemiri,
jagung, vanili, beras, kopi dan
lainnya sangat berkurang. Sirku-
lasi hasil pertanian antara petani,
tengkulak, dan pedagang besar
di kota Palu macet. Akibatnya,
harga hasil pertanian jatuh
tajam. Petani-petani kecil paling
tersiksa (Felix Torae Rore).
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BENCANA, TATA RUANG, DAN DATA

Tulisan in1 membahas dua hal
berhubungan dengan bencana
28 September 2018 di Sulawesi
Tengah. Pertama, buruknya
mitigasi prabencana terkait tata
ruang telah menjadi penyebab
tingginya korban jiwa dan
kerugian  material. Kedua,
buruknya penanganan korban
paskabencana terutama bertal-
ian dengan birokrasi pengelo-
laan data korban yang tidak
professional.

Tata ruang

Manajemen kebencanaan paling
dasar adalah tata ruang. Karena
tata ruang mengatur tentang
penggunaan tanah. Di mana
boleh atau tidak boleh memban-
gun permukiman, perkantoran
pemerintah, gedung-gedung
komersial (hotel, pusat perbe-
lanjaan, dll) dan infrastruktur
(jalan, jembatan, jaringan tele-
komunikasi, jaringan listrik,
jaringan air minum, pelabuhan
udara, dermaga, dsb). Pemban-
gunan apapun tidak boleh
dilakukan di wilayah-wilayah
yang sangat berbahaya karena
ketidak-stabilan tanah seperti
likuefaksi, tanah runtuh, dan
garis patahan gempabumi. Pem-
bangunan di kawasan tepi pantai
juga harus menimbang potensi
tsunami. Dengan demikian,
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D1 Kota Palu, hal itu tidak
terjadi. Kota Palu telah memili-
ki tata ruang. Tetapi, pemban-
gunan jalan lingkar di pantai
Palu sama sekali tidak menim-
bang resiko bencana. Pantai
Palu tumbuh menjadi kawasan
wisata yang ditunjang pusat
perbelanjaan modern, perho-
telan, rumah makan, dan usa-
ha-usaha perdagangan menen-
gah dan sektor informal. Se-
hari-hari, kawasan itu menjadi
pusat konsentrasi manusia.

Penyebab jatuh korban jiwa
yang begitu banyak di pantai
Palu bisa ditebak. Itu karena
pembangunan jalan, jembatan,
dan gedung-gedung di sana
tidak menimbang potensi anca-
man bahaya. Ketika gempabu-
mi dan tsunami terjadi pada 28
September 2018, kawasan itu
dengan mudah luluh lantak.
Kenyataan ini diperburuk oleh
tidak ada sistem peringatan dini
dan area evakuasi ketika peris-
tiwa-peristiwa alam berbahaya
itu terjadi.

Padahal, informasi tentang
peristiwa-peristiwa alam seper-
ti gempabumi dan tsunami di
wilayah ini sudah lama diketa-
hui. Berbagai kajian ilmiah ten-
tang sesar Palu-Koro sudah
tersedia luas. Dalam 100 tahun
terakhir,  publikasi-publikasi

ilmiah mengenai sesar aktif ini
sudah banyak terbit seperti
karya E.C. Abendanon, J.A.
Katili, dll. Kita juga dengan
mudah menemukan tulisan-tu-
lisan popular dan pember-
itaan-pemberitaan media massa
tentang sejarah kegempaan di
wilayah ini.

Selain itu, pengetahuan-peng-
etahuan lama tentang fenomena
alam dan kebencanaan juga
tertanam dalam kebudayaan
masyarakat Kaili. Masyarakat
asli di Lembah Palu tersebut
menyebut bombatalu untuk tsu-
nami. Mereka juga menyebut
nalodo untuk likuefaksi. Dulu
Balaroa disebut sebagai tagari
lonjo atau tempat yang berlum-
pur. Sebutan-sebutan tersebut
diperoleh berdasarkan pengala-
man empiris masyarakat Kaili
dari masa lampau.

Tersedianya pengetahuan
ilmiah tentang kebumian dan
kearifan tradisional mesti men-
jadi dasar penyusunan tata
ruang berbasis mitigasi benca-
na. Dengan demikian, kita bisa
mengurangi resiko bencana
karena peristiwa-peristiwa
alam seperti gempabumi, tsuna-
mi, dan likuefaksi. Kita
memang tidak bisa menghindar
dari peristiwa-peristiwa alam
tersebut. Tetapi dengan mitigasi



bencana yang benar, kita dapat
menekan jatuhnya korban jiwa
dan kerugian harta benda.

Setelah bencana 28 September
2018, pemerintah sedang melaku-
kan proses revisi tata ruang.
Pemerintah mengklaim revisi
dilakukan berdasarkan pertimban-
gan mitigasi bencana. Celakanya,
tata ruang belum rampung, rekon-
struksi sudah dimulai. Pemerintah
sudah  menetapkan  beberapa
lokasi hunian tetap. Berbagai
proyek infrastruktur seperti pem-
bangunan jalan dan jembatan di
dalam kota sedang  dikerjakan.
Itu artinya proyek-proyek rekon-
struksi itu sama sekali tidak ber-
sandar kepada tata ruang dengan
perspektif  mitigasi  bencana.
Dengan kata lain, pemerintah
mengurangi kesalahan masa lalu.

Pendataan korban

Dalam setiap bencana, tugas
dan tanggung jawab utama
pemerintah adalah memastikan
kelangsungan  hidup  warga.
Pemerintah  harus  menjamin
bahwa semua korban/penyintas
memperoleh  perlakuan  yang
layak dan adil hingga mereka
kembali pulih seperti sebelum
bencana. Oleh karena itu, dalam
setiap bencana, penanganan kor-
ban/penyintas  harus  menjadi
prioritas utama. Tidakboleh ada
kegiatan laindilakukan, sebelum
pemerintah memastikan semua
hak korban/penyintas terpenuhi.

Peristiwa 28 September 2018
menyisakan  banyak masalah
terkait hak-hak korban/penyintas.
Dalam kasus Kota Palu, masa-
lah-masalah tersebut terutama
bersumber dari pendataan kor-
ban/penyintas. Ketidak-akuratan
data merupakan penyebabnya.

Berbagai institusi permerintah
melakukan pendataan. Instansi
yang terlibat begitu banyak, mulai
dari TNI, Bappeda Kota Palu,
Dinas Sosial Kota Palu, hingga
kelurahan-kelurahan di wilayah
administrasi kota. Lazim terjadi,
pengumpulan data menggunakan
daftar pertanyaan dan wawancara
langsung dengan koordinator pen-
gungsi dan para pengungsinya.
Semua proses berlangsung secara
manual.

Saat ini, kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi dapat
membantu proses pendataan yang
efektif dan efisien. Aplikasi-ap-
likasi digital pengumpulan data
bisa digunakan untuk memastikan
keakuratan data demografis pen-
gungsi, kondisi dan lokasi penye-
barannya secara real time. Aplika-
si bisa dengan cepat mengoreksi
kesalahan-kesalahan data atau
duplikasi informasi pengungsi.
Derajat obyektivitas informasi
menjadi sangat tinggi.

Karena berlangsung secara
manual tanpa syarat-syarat veri-
fikasi yang tinggi, pengumpulan
data menjadi lambat dan sarat
kepentingan. Pengungsi  yang
bersikap kritis, kerap menghadapi
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ancaman  kehilangan nama
dalam proses pendataan. Isu
nepotisme sering beredar di
tempat pengungsian apabila
ditemukan data penghuni hunian
sementara yang sebenarnya
bukan korban tetapi mendapat-
kan bantuan logistik maupun
jaminan  hidup. Sementara,
banyak pengungsi tidak terdata
untuk mendapatkan bantuan. Ini
menimbulkan kecemburuan di
antara sesama pengungsi dan
sulit dilupa bagi warga yang
tidak mendapatkan pelayanan
setara dari pemerintah.

Metode koleksi data yang
lemah juga mengakibatkan ren-
dahnya tingkat akurasi data
yang dikumpulkan pemerintah.
Sebagai contoh, Mei lalu, Sult-
eng Bergerak mengeritik ket-
idakberesan data Pemerintah
Kota Palu. Disebutkan bahwa
Pemerintah Kota Palu meng-
klaim pengungsi yang masih
belum  menempati  hunian
sementara berjumlah 6.655 jiwa.
Sebaliknya, Sulteng Bergerak
menyatakan bahwa jumlah pen-
gungsi di Kota Palu yang tidak
tinggal di hunian sementara
mencapai  29.555 jiwa atau
7.502 Kepala Keluarga (KK).

Tidak heran, setahun setelah
bencana, data tentang korban
masih bolong sana-sini. Pada-
hal, data yang benar menjadi
syarat utama untuk pelayanan
pemerintah secara cepat dan
tepat sasaran.

RYL.KYAT

Nomor 2 Tahun 2019






